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ABSTRACT 
Certain Time Work Agreements (PKWT) after Government Regulation No. 35 of 2021 
are limited maximum 5 (five) years of service. The fact is that there are multiple 
interpretations of the time limit PKWT based work. The purpose of this research 
analysed the time limit of the PKWT based on the provisions of Law No. 13 of 2003 in 
conjunction with Law No. 11 of 2020 in conjunction with Government Regulation No. 
35 of 2021. This research was a normative juridical approach statute approach and 
systematic interpretation methods. The results showed that the time limit of the working 
period PKWT was multi-interpretive of the systematic interpretation of both Article 59 
of Law No. 13 2003 in conjunction with Article 59 of Law No. 11 of 2020 in conjunction 
with Article 5, Article 8, Article 9, Article 10 Government Regulation No. 35 of 2021. 
 
Keywords: Specific Time Work Agreement (PKWT), Employment Creation Law, 

Working Period 
 

I. PENDAHULUAN  
Kasus ketenagakerjaan di Indonesia sangat beragam1. Faktanya permasalahan 

seputar ketenagakerjaan sangat kompleks sehingga membutuhkan perlindungan hukum. 

Hampir di semua bidang pekerjaan minim perlindungan hukum, hampir tidak pernah di 

daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertransduk) sebagai akibat 

dari lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja kontrak2. Adanya ketidakseimbangan 

antara kedudukan pekerja dengan pemberi kerja mengharuskan negara memberi 

                                                             
1Rahayu, iL. iP., i& iWijayanti, iA. i(2020). iPerlindungan iHukum iPekerja iLepas iDi iKabupaten 
iBondowoso. iJustitia iJurnal iHukum, i4(2), i319 
2Wijayanti, iA. i(2014). iKedudukan iHukum iNokep i883-DIR/KPS/10/2012 iSebagai iDasar iPemberian 
iHak iPensiun iBagi iPekerja iPT iBRI iPersero iTbk. iPerspektif: iKajian iMasalah iHukum iDan 
iPembangunan, i19(2), i115-124 
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perlindungan melalui Peraturan Perundang-Undangan3. Selain itu, aturan hukum yang 

mengandung cacat substansinya dapat mengakibatkan konflik social4.  

Perlunya pengawasan dan partisipasi dari berbagai pihak saat membuat aturan 

hukum agar tercipta hukum yang baik dan adil di dalam masyarakat. Setiap orang 

berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa 

diskriminasi5. Diperlukan bentuk dan upaya perlindungan atas adanya hak pekerja yang 

hilang dari segi hukum pidana ketenagakerjaan6. Karena faktanya masih dijumpai 

pemutusan hubungan kerja secara sepihak7. 

Adanya jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam 

konstitusi, memicu seseorang ingin dihargai melalui apa yang mereka kerjakan untuk 

memnuhi kebutuhan sehari-hari, yakni melalui sebuah pekerjaan. Pekerja memiliki hak 

untuk mendapat perlindungan hukum8. Perlindungan hukum9 terhadap pekerja diatur 

dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwasanya setiap warga 

negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. 

Penjabaran lebih lanjut tentang kesempatan kerja diatur dalam Undang-Undang No 13 

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan10. 

Hubungan kerja adalah hubungan yang timbul antara pekerja dengan pengusaha 

setelah terjadinya perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja 

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan 

kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 UU 13/2003)11. Hak dapat dibatasi oleh suatu 

                                                             
3Wijayanti, iA. i(2012). iMenuju iSistem iHukum iPerburuhan iIndonesia iYang iBerkeadilan. iArena 
iHukum, i5(3), i210-217 
4Wijayanti, iA. i(2012). iReformasi iPengaturan iOutsourcing. iLaw iReview, i12(1), i39-53 
5Wijayanti, iA. i(2012). iDiskriminasi iPada iPembentukan iSerikat iBuruh iKeamanan. iMedia iOnline 
iGagasan iHukum 
6Suyandi, iS. iA., i& iWijayanti, iA. i(2020). iPenegakan iPidana iKetenagakerjaan iOleh iPegawai 
iPengawas iKetenagakerjaan. iWijayakusuma iLaw iReview, i2(1), i44-57 
7Isnawati, iM. i(2017). iArah iPenegakan iHukum iTindak iPidana iKorupsi iOleh iKorporasi iDalam 
iSistem iHukum iPidana iNasional. iAl-Qisth, i1(2), i112 
8Irawan, iA. iD. i(2019). iStatus iHukum iOutsourcing iPasca iPutusan iMahkamah iKonstitusi iPerkara 
iNomor i27/PUU-IX/2011. iJurnal iArena iHukum, i12(2), i255 
9Wijayanti, iA. i(2017). iRights ito ithe iFreedom iof iTrade iUnions iin ithe iConstitution iand iits 
iImplementation. iInternational iJournal iof iApplled iBusiness iand iEconomic iResearch, i15(7), i107 
10Wijayanti, iA. i(2019). iMenggagas iHukum iPerburuhan iBerkeadilan. iSurabaya: iCV iRevka iPrima 
iMedia 
11Wijayanti, iA. i(2015). iKedudukan iIjazah iSebagai iJaminan iDalam iHubungan iKerja. iMedia 
iHukum idan iPeradilan, i1(1), i7 
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aturan hukum yang bersifat memberikan perlindungan bagi kepentingan umum12. 

Hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam 

hidup bermasyarakat. Dalam lingkup ketenagakerjaan, hubungan hukum lahir karena 

adanya hubungan kerja13. 

Dalam Pasal 1 ayat (15) UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

menjelaskan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan 

perintah”14. Perjanjian kerja berdasarkan Pasal 56 UU No 13 Tahun 2003 jo Pasal 56 

UU No 11 Tahun 2020 dibedakan menjadi dua jenis yaitu Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT 

didasari atas jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu atau biasa disebut pekerja 

kontrak. Sedangkan PKWTT jangka waktunya tidak terbatas atau disebut pekerja tetap. 

Dalam hal hubungan kerja, pengusaha lebih menyukai sistem kontrak kerja 

dibandingkan pekerja tetap15. Hal ini terjadi karena pada pekerja tetap yang diperoleh 

pengusaha adalah ketidakuntungan. 

Disamping itu, dari sisi buruh, bagi TKI perjanjian kerja belum dapat menjamin 

perlindungan hukum. Objek tuntutan pekerja atas adanya pelanggaran hak, semula dapat 

dikelompokkan menjadi dua tuntutan dasar yaitu hapuskan upah murah dan hapuskan 

outsourcing (Wijayanti, 2016)16. Indonesia belum memiliki system hukum perburuhan 

yang adil (Wijayanti, 2012)17. Tujuan buruh bekerja yaitu untuk mendapat upah 

(Wijayanti & Nafiah, 2019)18, namun masih belum terlindungi karena majikan atau 

pengusaha enggan menaikkan upah dengan alasan takut diprotes oleh perusahaan lain 

yang sejenis (Wijayanti, 2007)19. 

                                                             
12Wijayanti, iA. i(2012). iHak iMembentuk iSerikat iBuruh i(Studi iPerbandingan iHukum iIndonesia, 
iAustralia, iPhillipina). iSurabaya: iCV iRevka iPetra iMedia 
13Hidayat, iA. i(2018). iKeabsahan iMempekerjakan iTenaga iKerja iAsing iTanpa iMenggunakan 
iTenaga iPendamping 
14Undang-Undang iNo i11 iTahun i2020 iTentang iCipta iKerja 
15Hanim, iM., iWijayanti, iA., i& iSudarto. i(2014). iPelanggaran iJangka iWaktu iAtas iDasar iPKWT 
iStudy iKasus idi iPT. i“X". iUniversitas iMuhammadiyah iSurabaya 
16Wijayanti, iA. i(2016). iRekonstruksi iHukum iKetenagakerjaan. iSurabaya: iCV iRevka iPetra iMedia 
17Wijayanti, iA. i(2012). iMenuju iSistem iHukum iPerburuhan iIndonesia iYang iBerkeadilan. iArena 
iHukum, i5(3), i210-217 
18Wijayanti, iA., i& iNafiah, iA. i(2019). iPayment iof iWage iUnder iMinimum iWage iFor iAbdi 
iDalem iSultan iPalace i(Daerah iIstimewa iYogyakarta). iHumanities iand iSocial iSciences iReviews, 
i7(3), i53 
19Wijayanti, iA. i(2007). iHukum iKetenagakerjaan iPasca iReformasi. iJakarta: iSinar iGrafika  
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Keberadaan PKWT di Indonesia diatur dalam UU No 11 Tahun 2020 dan 

ketentuan lebih lanjut diatur melalui PP No 35 Tahun 2021. Adanya peraturan tersebut 

bertujuan agar pihak pekerja maupun pihak pengusaha memperoleh perlindungan 

hukum yang sama dalam melaksanakan hubungan kerja yang berdasarkan perjanjian 

kerja waktu tertentu. PKWT masih memberi dampak negatif bagi pekerja meski telah 

diatur dalam undang-undang, yaitu perusahaan/pengusaha bisa melakukan kontrak kerja 

melebihi batas waktu yang diatur undang-undang. Dalam prakteknya suatu perusahaan 

bisa melakukan kontrak berkepanjangan melebihi batas waktu yang sudah diatur dalam 

undang-undang. Salah satu alasan perusahaan enggan menetapkan pekerja/buruh 

menjadi (PKWTT) karena masalah upah. Pemberian upah untuk pekerja dijadikan dasar 

pengusaha untuk memanfaatkan pekerja untuk melakukan penekanan karena pengusaha 

merasa “kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan20. 

Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi salah satu cluster yang cukup 

menariks perhatian pemerintah dikarenakan karena adanya tumpang tindih peraturan 

tentang ketenagakerjaan sehingga sering terjadi kekosongan hukum21. Ada beberapa 

pasal dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang direvisi melalui UU 

Cipta Kerja yang membuat banyak pihak mengkritik secara kritis isi UU Cipta Kerja 

tersebut. Maka dari itu, penulis ingin menganalisis bagaimana batas waktu masa kerja 

PKWT berdasarkan ketentuan UU No 13 Tahun 2003 jo UU No 11 Tahun 2020 jo PP 

No 35 Tahun 2021. 

 

II.  METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif22. Pendekatan normatif 

digunakan dengan melihat kesesuaian antara aturan hukum perburuhan berdasarkan 

lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum23. 

                                                             
20Hanim, iM., iWijayanti, iA., i& iSudarto. i(2014). iPelanggaran iJangka iWaktu iAtas iDasar iPKWT 
iStudy iKasus idi iPT. i“X". iUniversitas iMuhammadiyah iSurabaya 
21Iqbal, iM. i(2017). iPerkembangan iKejahatan iDalam iUpaya iPenegakan iHukum iPidana: 
iPenanggulangan iKejahatan iProfesional iPerdagangan iOrgan iTubuh iManusia. iProceedings 
iUniversitas iPamulang, i2(1), i307-324 
22Romansyah, iU. iA., iLabib, iA., i& iIsnawati, iM. i(2017). iPemenuhan iHak iKonstitusional iWarga 
iNegara iIndonesia i: iStudi iKasus iJaminan iKesehatan iNasional. iJustitia iJurnal iHukum, i1(1), i101 
23Wijayanti, iA. i(2012). iStrategi iBelajar iArgumentasi iHukum. iBandung: iLubuk iAgung 
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Hukum normatif berasal dari aturan perundang-undangan24 dan literatur tertulis (studi 

pustaka). Studi pustaka adalah pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, 

tesis, disertasi, dan berbagai sumber yang berkaitan dengan tujuan penelitian.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statue 

approach25. Statue approach26 disebut juga pendekatan perundang-undangan27. 

Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan untuk membahas semua aturan hukum 

yang terkait dengan batas waktu masa kerja PKWT yang diatur dalam UU No 13 Tahun 

2003 jo UU No 11 Tahun 2020 jo PP No 35 Tahun 2021. Metode yang digunakan 

adalah metode interpretasi secara sistematis/logis yaitu menafsirkan peraturan 

perundang-undangan yang dikaitkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain. 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum berdasarkan perundang-undnagan 

yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU No 13 Tahun 2003, UU No 11 Tahun 2020, dan 

PP No 35 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat ahli hukum, 

hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana hukum untuk memberi 

penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan 

bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, KBBI, dan lainnya. 

 

III. PEMBAHASAN 

Perlindungan iHukum iBagi iPekerja iDalam iPerjanjian iKerja iWaktu iTertentu 

i(PKWT) iBerdasarkan iUndang-Undang iNomor i11 itahun i2020 
Perlindungan hukum pada dasarnya memiliki dua aspek yaitu asas negara 

hukum dan hak asasi manusia28. Penerapan asas Negara hukum adalah adanya aturan 

hukum yang memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan29. Demi menjaga 

                                                             
24Yustitianingtyas, iL. i(2015). iPengamanan idan iPenegakan iHukum idi iPerairan iIndonesia isebagai 
iKonsekuensi iPenetapan iAlur iLaut iKepulauan iIndonesia i(ALKI). iPandecta, i10(2), i145 
25Sugiarti, iY., i& iWijayanti, iA. i(2020). iKeabsahan iPemutusan iHubungan iKerja iKarena iForce 
iMejeur iDi iMasa iPandemi iCovid-19. iJustitia iJurnal iHukum, i4(2), i253 
26Prakasa, iS. iU., i& iPurwo, iA. i(2019). iAnalisis iHistorical iTraditional iFishing iRight iPada iZona 
iEkonomi iEksklusif i(ZEE) iIndonesia. iLegality, i27(1), i86 
27Hidayat, iN. iA. i(2019). iAnalisis iKonvergensi iSistem iHukum iWaris iAdat iKampar idengan 
iSistem iHukum. iMelayunesia iLaw, i3(1), i135-149 
28Wijayanti, iA. i(2018). iPerlindungan iPekerja iDalam iMenggunakan iHak iPilih iDalam iPemilu 
i2019. iProsiding iSeminar iNasional idan iCall iFor iPapes i: iPemilu i2019 iMomentum iPenguatan 
iDemokratisasi iIndonesia iyang iBerintegritas, i4 
29Wijayanti, iA. i(2013). iMengkritisi iPengaturan idan iPenegakan iSanksi iPidana iPerburuhan. 
iProsiding iKonferensi iKetenagakerjaan idan iHubungan iIndustrial i"Membangun iSinergi iHubungan 
iIndustrial iyang iDinamis idan iBerkeadilan" 



Maleo Law Journal 
Volume 5 Issue 2 Oktober 2021 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu  
 

62 
 

fungsi hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum30. 

Hukum dan ketenagakerjaan merupakan dua konsep hukum. Konsep hukum memang 

dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Hukum iadalah iilmu iyang imempelajari 

itentang iaturan-aturan iyang iberlaku idi idalam imasyarakat iyang iharus iditaati. iSelain iitu 

ihukum ijuga ibersifat imemaksa. 

Omnibus iLaw idiumumkan ipertama ikali iberupa iRancangan iUndang-Undang iCipta 

iLapangan iKerja ikemudian idirubah imenjadi iRancangan iUndang-Undang iCipta iKerja 

i(RUU iCipkaker). iKehadiran iRUU iCiptaker idianggap itidak imemihak ipekerja isehingga 

imenimbulkan ikontroversi ikarena isubstansinya imerugikan ipekerja. iPada itanggal i5 

iOktober i2020 idisahkan iRUU iCipta iKerja ioleh iDPR ikemudian idiundangkan ipada i2 

iNovember i2020. iAkibatnya iOmnibus iLaw iakan imejadi ipenggerak iatau itrigger iuntuk 

imemperkuat ikapabilitas idan imenerapkan ifungsi ilegislasi idari iDPR idi iIndonesia isebagai 

inegara ihukum i
31. 

Dalam iBab iIV iKetenagakerjaan iPasal i80 ijo iPasal i81 iUU iNo i11 iTahun i2020 

imenyebutkan ibahwa iundang-undang iini imengubah, imenghapus, idan/atau imenetapkan 

ipengaturan ibaru iguna imeningkatkan iperlindungan itenaga ikerja. iPemerintah iIndonesia 

iberharap imelalui iUndang-Undang iini iakan iterbuka ilapangan ipekerjaan isehat idan 

iproduktif. iDengan iadanya iUU iCipta iKerja ijuga iuntuk imeningkatkan ikualitas ipara 

iburuh/pekerja idi iIndonesia i
32. 

Dalam iUU iNo i13 iTahun i2003 idijalskan ibahwa iperjanjian ikontrak ikerja iuntuk 

ipekerja iPKWT idapat idiperpanjang iatau idiperbaharui, iakan itetapi iada ibatas iwaktunya. 

iMenurut iPasal i56 iayat i(3) iUU iNo i11 iTahun i2020 ijangka iwaktu iatau iselesainya isuatu 

ipekerjaan iditentukan iberdasarkan iperjanjian ikerja. iHadirnya iUU iCipta iKerja idiharapkan 

imampu imelindungi ikesejahteraan ipekerja. iPekerja imerupakan iasset ibagi isuatu 

iperusahaan. iUUD iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945 iPasal i27 iayat i(2) imelindungi 

ihak idasar iyang imelekat ipada ipekerja. iDalam ipasal iini idijamin ihak ipekerja idan imendapat 

ikesempatan iserta iperlakuan iyang isama itanpa idiskriminasi. iSelain iitu, ipengusaha idapat 

                                                             
30Adham, iM. i(2020). iHak iPekerja iYang iDi iPHK iKarena iPerusahaan iPailit. iUniversitas 
iMuhammadiyah iSurabaya 
31Darusman, iY. iM., iSusanto, iAnggareni, iR. iD., iBastinaon, i& iBachtiar. i(2020). iSosialisasi 
iUndang-Undang iPerlindungan iAnak idan iKDRT iKelurahan iPulau iPanggang iKabupaten iKepulauan 
iSeribu. iJurnal iLokabmas iKreatif, i1(1), i76-82 
32Iqbal, iM. i(2019). iEfektifitas iHukum idan iUpaya iMenangkal iHoax iSebagai iKonsekuensi iNegatif 
iPerkembangan iInteraksi iManusia. iLiterasi iHukum, i3(2), i1-9 
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imenciptakan isarana iyang idapat imendukung ipertemuan, iyaitu iberupa imedia i(dengan 

isasaran ikelompok, iindividual) isarana iperan iserta i(Pasal i13 iRekomendasi iILO iNomor 

i129) i
33.Di iera irevolusi iindustry i4.0 iakan isangat idiperlukan ipekerja ikontrak iatau idisebut 

ijuga iPKWT ikarena ibanyaknya ijenis ipekerjaan ibaru iyang ibersifat itidak itetap. iHal iini 

ibertujuan iuntuk imenekan iangka ipengangguran iyang imeningkat isetiap itahun. iHal iini 

imenarik iuntuk idikaji ikarena iperusahaan iakan isulit iberkembang iapabila iantara ipengusaha 

iselaku ipemilik imodal idengan ipekerja iselaku isumber idaya imanusia iterjadi 

iketidakseimbangan. 

Dalam iUU iNo i13 iTahun i2003 ijo iUU iNo i11 iTahun i2020 ijo iPP iNo i35 iTahun i2021 

iterdapat iperubahan iobyek iPKWT imengenai ibatas iwaktu imasa ikerja iyang idijelasakan 

idalam itabel iberikut: 

Tabel i1: iPerbandingan iObyek iPKWT 

 
 

Berdasarkan itabel idiatas, idalam iUU iNo i11 iTahun i2020 imenghilangkan/menghapus ibatas 

imasa ikerja iPKWT imaksimal iselama i3 i(tiga) itahun idi iPasal i59 iayat i(1) ihuruf ib iUU iNo i13 

                                                             
33Wijayanti, iA. i(2012). iMenuju iSistem iHukum iPerburuhan iIndonesia iYang iBerkeadilan. iArena 
iHukum, i5(3), i210-217 

UU.No.13.Tahun.2003 UU.No.11.Tahun.2020 PP.No.35.Tahun.2021
Pasal 59 Pasal 59 Pasal 5
(1) Perjanjian kerja waktu 
tertentu hanya dapat dibuat 
untuk.pekerjaan.tertentu.yang 
menurut jenis.dan.sifat atau 
kegiatan pekerjaannya 
akan.selesai.dalam.waktu.tertent
u., yaitu:

(1) Perjanjian kerja waktu 
tertentu.hanya.dapat.dibuat.untuk 
pekerjaan tertentu yang menurut 
jenis dan sifat atau 
kegiatan.pekerjaannya.akan.seles
ai dalam waktu.tertentu, yaitu:

(1) PKWT berdasarkan jangka 
waktu sebagaimana dimaksud 
dalam.Pasal.4.ayat.(1).huruf.a 
dibuat untuk pekerjaan tertentu:

a.pekerjaan.yang.sekali.selesai.at
au.yang.sementara.sifatnya;

a. pekerjaan yang sekali selesai 
atau yang sementara sifatnya;

a.pekerjaan.yang.diperkirakan.pe
nyelesaiannya.dalam.waktu.yang 
tidak terlalu lama;

b. pekerjaan yang 
diperkirakan.penyelesaiannya.dal
am.waktu.yang.tidak.terlalu.lama
.dan paling lama 3 (tiga) tahun;

b. pekerjaan yang diperkirakan 
penyelesaiannya dalam waktu 
yang tidak terlalu lama;

b. pekerjaan yang bersifat 
musiman.;.atau

c. pekerjaan yang bersifat 
musiman; atau

c. pekerjaan yang bersifat 
musiman; 

c.pekerjaan.yang.berhubungan 
dengan produk.baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan yang 
masih dalam percobaan atau 
penjajakan.

d.pekerjaan.yang.berhubungan.d
engan.produk.baru,.kegiatan 
baru,.atau.produk.tambahan.yang 
masih dalam percobaan atau 
penjajakan.

d. pekerjaan yang berhubungan 
dengan produk baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan yang 
masih dalam 
percobaan.atau.penjajakan; atau
e.pekerjaan.yang.jenis.dan.sifat.a
tau.kegiatannya.bersifat.tidak.tet
ap.

(7) 
Perjanjian.kerja.untuk.waktu.tert
entu yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), 
ayat (5), dan ayat (6) maka demi 
hukum menjadi perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu yang tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) 
demi.hukum.menjadi.perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu.

Pasal 10 ayat (4) Dalam hal 
Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua 
puluh satu) hari atau lebih selama 
3 (tiga) bulan berturut-turut atau 
lebih maka Perjanjian Kerja 
harian sebagaimana 
dimaksud.pada.ayat.(2).menjadi.t
idak.berlaku.dan.Hubungan.Kerj
a.antara.Pengusaha.dengan.Peke
rja/Buruh.demi.hukum.berubah.b
erdasarkan.PKWTT

Obyek PKWT
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iTahun i2003. iDalam iUU iCipta iKerja iada ipenambahan ijenis idan isifat iatau ikegiatan 

ipekerjaan ibersifat itidak itetap idi iPasal i59 iayat i(1) ihuruf ie. 

Selanjutnya idalam iPasal i5 iayat i(1) iPP iNo i35 iTahun i2021 itidak imencantumkan 

iketentuan iyang iada idi iUU iCipta iKerja iPasal i59 iayat i(1) ihuruf ia idan ihuruf ie, ipekerjaan 

iyang ibersifat isementara iatau isekali iselesai idan ipekerjaan iyang ijenis idan isifatnya itidak 

itetap. iAturan iyang iada idalam ipasal itersebut imenimbulkan imultitafsir ikarena itidak iada 

ibatasan iyang ijelas imengenai ibserapa ilama ipengusaha idapat imelakukan iPKWT. 

iSelanjutnya idalam iPasal i8 iditegaskan imengenai ibatas iwaktu imasa ikerja iPKWT. iPasal i8 

imenyebutkan ibahwa iPKWT idapat idilakukan imaksimal i5 i(lima) itahun. iApabila ipekerjaan 

ibelum iselesai isampai ibatas iwaktu iakan iberakhirnya iPKWT imaka idapat idilakukan 

iperpanjangan iPKWT isesuai ikesepakatan iyang idibuat idalam iperjanjian ikerja isampai 

iselesainya ipekerjaan itersebut isesuai iPasal i9 iayat i(4). iMasa ikerja iperpanjangan iPKWT 

idihitung isejak iterjadinya ihubungan ikerja isesuai idengan iketentuan iPasal i9 iayat i(5). 

Dengan iberlakunya iUU iCipta iKerja imemberi ikeuntungan ipihak ipengusaha ikarena 

idapat imempekerjakan ipekerja/buruh iselama i5 itahun idengan istatus iPKWT. iSedangkan 

ibagi ipekerja/buruh ikebijakan iini imerugikan. iUU iCipta iKerja imemberi icelah ibagi 

ipengusaha iuntuk imempekerjakan iburuh idalam ikurun iwaktu ilebih idari i5 i(lima) itahun. 

iPengusaha idapat imelakukan iPKWT ilebih idari i5 i(lima) itahun idengan iPerjanjian iKerja 

iHarian. iPerjanjian iKerja iHarian idilakukan idalam iwaktu ikurang idari i21 i(dua ipuluh isatu) 

ihari idalam i1 i(satu) ibulan i(Pasal i10 iayat i(3) iPP iNo i35 iTahun i2021). iApabila ipekerja/buruh 

ibekerja ilebih idari i21 i(dua ipuluh isatu) ihari idalam i1 i(satu) ibulan iatau ilebih iselama i3 i(tiga) 

ibulan iberturut-turut, imaka iPKWT iberubah imenjadi iPerjanjian iKerja iWaktu iTidak 

iTertentu i(PKWTT) iyang idiatur idalam iPasal i10 iayat i(4) iPP iNo i35 iTahun i2021. 

PKWTT idalam iPasal i59 iayat i(7) iUU iNo i13 iTahun i2003 idapat iterjadi iapabila imasa 

ikerja ilebih idari i3 i(tiga) itahun. iSedangkan idalam iPasal i59 iayat i(3) iUU iNo i11 iTahun i2020 

idiatur ibahwa iPKWT idapat iberubah imenjadi iPKWTT iapabila imasa ikerja ilebih idari i5 

i(lima) itahun. iSementara iitu ipada iPasal i8 idan iPasal i9 iPP iNo i35 iTahun i2021 ipengusaha ibisa 

imempekerjakan ipekerja/buruh idengan imasa ikerja ilebih idari i5 i(lima) itahun ikarena idalam 

ipasal itersebut itidak ijelas ibatas iwaktu imasa ikerja iPKWT. iPengusaha ibisa imelakukan 

iPerjanjian iKerja iHarian iuntuk ipekerjaan iyang iwaktu ipenyelesaiannya itidak ipasti. 

iMerujuk ipada iPasal i59 iayat i(7) iUU iNo i13 iTahun i2003 ijo iPasal i59 iayat i(3) iUU iNo i11 
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iTahun i2020 isehingga iaturan itersebut itidak idapat iditerapkan ikarena iada ipertentangan 

idengan iPasal i8 idan iPasal i9 iPP iNo i35 iTahun i2021. 

 

IV. PENUTUP 

1. SIMPULAN 

Pengaturan ibatas iwaktu imasa ikerja iPKWT isetelah iadanya iUU iNo i11 iTahun i2020 

idapat idilakukan isampai ilebih idari i5 i(lima) itahun. iApabila ipekerjaan iyang idilakukan 

ibelum iselesai idapat idilakukan iPerjanjian iKerja iHarian ihingga iselesainya isuatu ipekerjaan 

itersebut. iPerjanjian iKerja iHarian idapat idilakukan itidak ilebih idari i21 i(dua ipuluh isatu) ihari 

idalam i1 i(satu) ibulan iatau itidak iberturut-turut iselama i3 i(tiga) ibulan isesuai iPasal i59 iayat i(1) 

ihuruf ia, ihuruf ib, ihuruf ic, ihuruf id iUU iNo i13 iTahun i2003, iPasal i59 iayat i(7) iUU iNo i13 

iTahun i2003, iPasal i59 iayat i(1) ihuruf ia, ihuruf ib, ihuruf ic, ihuruf id, ihuruf ie iUU iNo i11 iTahun 

i2020, iPasal i59 iayat i(3) iUU iNo i11 iTahun i2020, iPasal i5 iayat i(1) ihuruf ia, ihuruf ib, ihuruf ic, 

ihuruf id, ihuruf ie iPP iNo i35 iTahun i2021, iPasal i10 iayat i(3), iayat i(4) iPP iNo i35 iTahun i2021. 

 

2. SARAN 
Sebagai ipekerja/buruh iharus ilebih ijeli idalam imemahami iisi iperjanjian ikerja. 

iPekerja/buruh isebaiknya ilebih iwaspada iakan ipenipuan idari iperjanjian ikerja iserta ipahami 

ipoin ipoin idalam iperjanjian ikerja iagar itidak iterjadi imultitafsir. iPekerja iharus iberani 

imenanyakan ipoin iyang idianggap irancu ikepada ipihak iperusahaan iagar itidak iada iyang 

imerasa idirugikan idikemudian ihari. iPenting idipahami idan idimengerti isebelum 

imenandatangani ikontrak ikerja, ipekerja iharus isadar iakan ihak-hak iserta ikewajiban isebagai 

ipekerja ibegitu ijuga idengan iperusahaan isebagai ipemberi ikerja. 
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